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PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU
PADA SETIAP PERSIL BANGUNAN DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penalaan
Ruang dinyatakan pada setiap wilayah kota wajib
menyediakan Ruang Terbuka Hijau publik dan
Ruang Terbuka Hijau prival,;

b. bahwa pertumbuhan  dan perkembangan
pembangunan di Kota Medan terus meningkat
vang mengakibatkan keterbatasan lahan dalam
penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga
memerlukan alternatif lahan untuk menyediakan
RTH;

c. bahwa pengembangan taman atap di kawasan kota
adalah salah satu alternatif pemecahan masalah
keterbatasan lahan dan solusi terbaik dalam
rangka menjamin ketersediaan ruang hijau kota
yang berkelanjutan sekaligus menampilkan aspek
estetika kota;

d. bahwa untuk menjaga penyediaan RTH dipandang
perlu mengatur bentuk dan luasan RTH tap
bangunan dalam penerbitan lzin Mendirikan
Bangunan (IMB);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d perlu membentuk Peraturan Walikota
Medan tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Pada Setiap Persil Bangunan Di Kota Medan;
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5039);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagl Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Karo, Kecamatan Pematang Bandar,
Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat I Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 63);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002
tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 4593);
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tentang Peraluran Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat
Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5160);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1996 tentang Pedoman  Perubahan
Pemanlaatan Lahan Perkotaan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |1
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka
Hijau Kawasan Perkotaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor  05/PRT/M/2008 tentang  Pedoman
Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka
Hijau Di Kawasan Perkotaan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 12/PRT/M/2009 tentang  Pedoman
Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non
Hijau Di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;
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24, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor  15/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi;

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor O5/PRT/M/2012 tentang  Pedoman
Penanaman Pohon Pada Sisten Jaringan Jalan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 249);

26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Medan (Lembaran Dacrah Kota Medan Tahun 2009
Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-
2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011
Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kota
Medan Nomor 12).

28, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 35
Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Mendirikan
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2012 Nemor 4);
29. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pedoman Tecknis Pemanfaatan Ruang
(Berita Dacrah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN

RUANG TERBUKA HIJAU PADA SETIAP PERSIL
BANGUNAN DI KOTA MEDAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Walikota adalah Walikota Medan.

3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
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(1)

Badan adalah seckumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha wvang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi persatuan politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif,
dan bentuk usaha tetap.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH adalah
kawasan atau area vang memanjang atau jalur danj/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam.

RTH Privat adalah RTH yang meliputi RTH pekarangan dan RTH
atap rumabh.

Taman atap adalah penanaman tanaman yang dilakukan di
ruang terbuka dan terdapat di atap cor suatu bangunan yang
tidak memerlukan lahan luas.

Persil bangunan adalah bidang tanah yang di atasnya didirikan
bangunan.

Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB
adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali
untuk bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah/
memperbaiki/rehabilitasi/renovasi, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat bangunan, dan/atau memugar dalam rangka
melestarikan bangunan sesual dengan persyaratan administratil
dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB I
PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA SETIAP
PERSIL BANGUNAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan IMB wajib
menyvediakan RTH Privat minimum 13% (tiga belas persen) dari
luas persil bangunan berupa taman pekarangan depan, samping,
belakang maupun di lantai dasar bangunan.



(2) Setiap orang atau badan yang memiliki bangunan wajib
menyediakan RTH Privat minimum 13% (tiga belas persen) dari
luas persil bangunan berupa taman pekarangan depan, samping,
belakang maupun di lantai dasar bangunan.

(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak dapat terpenuhi, maka persil bangunan tersebut
harus menyediakan ruang pada atap bangunan sebagai taman
atap minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil bangunan.

Pasal 3
Ketentuan mengenai standar teknis dan pedoman bentuk serta letak

taman akan diatur dalam petunjuk teknis atau berpedoman pada
ketentuan yvang berlaku.

BAB 11
PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Medan

Ditetapkan di Medan
pada tanggal ¥ 17 Septaiber 2013.

Plt. WALTKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

tte

DZULMI ELDIN &

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1 17 Septasbar 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFULBAHR
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR # 33-



